
BUPATI MUSI RAqIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR fr TAHUN 2019

TENTANG

?ATA KELOI,A BADAN IAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER HARIA

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat '.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2oia

tentang Badal layana,l Umrrm Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Sumber Harta KabuPaten Mpsi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembennrkan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinta-han Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tent ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pen,'ueunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembarar! Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1O5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

Peraturan MenGri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indoncsia Tahun 2O14 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

4.

6.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPA'II TENTANG TATA KELOLA BADAN

TAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3, Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya discbut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
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7.

Kcpala Dinas K6ehatan yang selanjutnya discbut

Kepal,a Dinas adalah Kepala Dinas Keschatan

Kabupaten Musi Rawas.

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya discbut

Puskeemas adalah Puske3mas Sumber Harts-

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuttrya

disingkat UPID adalah Unit Pelaksana Telmis Dinas

di Lingkungan Pernerintah KabuPaten Musi Ras'as'

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KePala

Daerah dan DPRD ddam penyelenggaraan Urusan

Pcmerintahan Jrang menjadi kewenangan Daerah'

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tcmpat

yang digunakan untuk menyclenggarakan upaya

ke8chatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabititatif yang dilakr.rkan oleh pemerintah'

pemerintah daerah dan/atau masyaratat.

10. Pusat KBehatan Masyarakat yang selanjutDya

disebut sebagei Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaye kesehatan

masyarakat dan upaya keBehatan peraeorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutartakan uPaya

prtmotif dan prwentif, untuk mencapai derqiat

keschatan masyarekat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

11. Badan Layanan Umum Dacrah yang Eclanjutnya

disebut BLUD adalBh Perangkat Dacrah atau Unit

IGrja pada Ferangkat Daerah di

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pclayanan kepada masyaxakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengur.mek4n mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarl€n peda prinsip

efi siensi datr prduhivitas.

a.



12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnYa.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Sumber Harta.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaal pengelolaan

keuargan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang be aku

umutn.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatrya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BLUD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang seLarjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatar yang

ditujukal untuk peningkatar, pencegahan,

penyembuhan penyalit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

mernelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dal menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22. Investasi adalah pengeluaran untr.rk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkat-kan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan adala-h setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan meLalui

pendidikan di bidang kesehatafl yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatar.

24. Pejabat pengelolia BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggungiawab terhadap kinerja operasional BLUD

yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

peuyimpanal uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan da-lam bentuk

kas yang menambal ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

al<an diperoleh pembaya:"annya kembali oleh BLUD.
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27.Biaya adafah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operaeional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yafrg selanjutnya

dbingkat RBA adalah dola:men percncanaaa bisnis

dan pengangaran tahunan yang berisi program'

kcgiatan, tarSet kinerja, dan anggaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksanaan Angaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLLTD adalah dokumen

yang memuat pendapatan dan biaya, pro5reksi arus

Las, jumlah dan kualitas barang dan ateu jasa yaru
qkart dihasilkan alan digunakan sebagai dasar

peiaksanaan anggaran oleh BLt D-

30. Rencana stategis Bbnis yang selanjutnya dbingkat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumcn 5 (lima)

tahrman yang memuat visi, misi, program strategis,

pengukuan pencapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

31. Stafldar Felayanen Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah ep€sifikasi teknis tentang tolak

ukur lsyanan minimal yang dibcrikan oleh

Puskesoas kepada masyarakaL

32. Basis almral adalah basis akuntansi yang Eengakui

pe[garuh transaksi dan Peristiwa lainnya pada sa.at

peliayanan terjadi, tanPa meaPerhatikan saat krs

atau sctara kas diterima atau dibsyar.

33. Pralrtik bisnis yang schat adalah pcnyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menqiemeD yang baik dalam rangka pemberian

layanan Jrang bernutu dan bcrkesinambungan.

I
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34. Satuan pengawas internal addah Pcrangkat BLUD

yang bertugas melakukan pengawasan dafl

pengendalian internal dalam rangka mcmbantu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja

pclayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial sekitamya (socrbt responsibiliQll dsln'n

menyelenggara.kan bisnis s€hat.

3s.laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gpbunggn

keseluruhan l,aporan lrcuangan entitas akunt rrsi

sehingga tersaji Bebagai satu entitas pelaporan.

BAB U

TATAKEI.oIA

Bagian Kesatu

Identitas Puskeamas

Pasd 2

Puskesmas Sumber Harta merupa.kan Puskesmas Rawat

Inap yang tedetak di Jalan Raya Kecametan Sumber

Harta Kclurahan Sumbcr Harta, KccarDatar! Sumbcr

Harta, Kabupaten MuBi Rawas Kode Fos 3f653'

Bagian lGdua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasd 3

(1) Visi Puskesmas Suttrber Harta adelsh Menciptakan

Kecamatan Sumber Harta sehat 2O2O menuju Muei

Rawas Scmpuma.

(2) Misi Puskesmas Sumber Harta adalah:

a. menggerakkan pembangunan berwanlaean

kesehatan dengan kerjasama lintas sektor;

b. menyelengarakan pelayanan keschatan dasar

aecara promotif, preventif, kuratiif, dan

rehabilitatif;

c. mendorong kemajuan masyarakat untuk hidup

sehat; dan
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d. meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata

bermutu dan keadilan.

(3) Tate Nilai Puskesmas Sumber Harta adalah:

a- ketulu8an;

b. kepcdulian;

c. keslqaban;

d. keterbukaan;

e. kejujuran;

f. kerja keras; dan

g. keprofesionalan.

(4) Prinsip-prinsip Tata Kelola entara lain:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. r€sponsibilitas;dan

d. independensi.

Bagi8r Ketiga

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Sumber Harta mempakan Unit Pelaksana

Tetcxis Dinas K6ehatan Kabupa.ten Musi Rawas.

BaAian Ke€mpat

Tujuan, Tugas dan Fungei Puskesmas

Pasal 5

(1) Tujua[ dari Puskesmas Sumber Harta:

a. mewujudkan masyarakat yang memiliki perilatu

sehat yang meliputi keeadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat;

b. mewujudkan masyarakat

menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;

c. mewujudkan masyalakat yang hidup dalam

Iingkungan sebat; dan

d. mewujudkan masyaralat yang memiliki derajat

kesehatsn optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan marvarakat.

yang mampu



(2) Puskesmas mempunyai hrgas mel,aksanakan

kebilakan kesehatan untuk mencapai tujusn

pembanguna-n kesehatan di wilafh kerjanya dalam

rangka mendukung terwujudnye kecsmatan sehat'

(3) Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dirhaksud

dElan ayat (2), Puekesmas mcnyelenggaral<an fungsi:

a. penyelenggaraan LrKM tingkat pertama di \rilays!

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan LrfP tingkat pertama di wilayah

kedanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Femerintah Daerah

Pasd 6

Perncrintah Kabupaten Musi Rawae adalah pcoilik

Puskcsmas Sumber Harta.

Pasal 7

[1) Bupati sebagai pimpinan Femerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a. mcnjaga pcl,ayanan Puskcsmas agar masyarakat

tetap memiliki akses pada pelayanan kesehatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas

sebagai baSian dari pelayanan umum;

c, mengembangkan PuskeBmas sesuai dcngan

perkembangan ilmu dan telimologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalam raneka meningkatl(an mutu

pelayanan; dan

e. melalorkan pembinaan dan pengawasan kepada

Puskesmas BLUD melalui Dinas Ke8ehatan.

PaEaI I

(f) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik PuskeEmas

bertanggungjawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;
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b. tcrhadap tercaPainya pel,ayanan yang bermutu di

R.rskesanas; dan

c. menutup defisit anggaran Puske$nas yang bukan

karena kesalahan datFfn pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit sccara independen.

(2lPemerintah Kabupaten bertanggungiawab atae

terjedinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kebfeian 8taf Puskesmas secara berjenjang seeuai

dengan hierarki Femerintah Deerah.

Pasal 9

Datam mcnjaga tanggung jewabnya, BuPati sebagsi

Femerintah KabuPat€n merriliki wewenang

sebagei berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Pusl(esmas Bcrta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Struktural;

c. menSangkat dan memberhentikan IIm Penilai dalam

rangka menilai usulan Penetapan atau Pencabutan

PPK-BLUD Puskesn,as dan penilaian kinerja

PuskBtrras;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggpran PuskesnAe;

f. menctapkan sistem r€munerasi Pejabat Fengclola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memb€rikan santsi kePada pegawai yang melanggar

ketentuan yang bcrlaku dan mcmberiken

pengharyaan kepada pegawai yang berpr€stasi; dan

h. kewenangan lain scsuai Pcraturan perundang-

undangan.

I
I
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Eaeian Nesatl)
Struktur Organleasl

Pasal 1O

(1) Organisasi Puekesmas Sumber Harta tfrdi'i:
a. kepala Puskesmqs;
b. kepala sub Bagian Tata Usaha;

c. lrnanggungiawab Upaya KeEehatan Masyarakat

(UKM};

d. pcnganggungiawab Upaya

Perseorangan (UKP); darl

Kes€hatan

e. penanggungiawab jaringan pelayanan Puskesmaa

dan Jqiaring fasilitas pelayanan keschatan.

Bagan struktur organisasi sebagaimana dimeksud

dalam Pasal fO ayat (1) tercantum dalam Lempiral I

Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga

Keschatan dengan kriteria sebagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S1) dan

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat;

b. masa kerja di Pusk6mas minimal 2 (dua| tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan rnanajemen Puskesmas.

IGpaIa Puskesmas b€rtanggungiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskcsmas merencanakan dan mengusulkan

kebutuhan sumber daya Puskesruas kcpada Dinas

Kesehatan lGbupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Informssi Puskeamaa,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

Penanggungiawab UKM Esensial dan Keperawatan

membawahi:

a. pelalmnan promosi kesehatan terma8uk UKS;

(41
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b. pelayanan kesehatan lingkungao;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bemifat UKM;

e. pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit; dan

f. peLayanankepcrawatankesehatanmasyaiakat.

(8) Penanggurgiawab UKM Pengembangsn membawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Keaehatan Gigi Masyarakal

c, peliayanan KesehatanTradisional Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f. petrayanan Kesehatan l.ansia;

g. pelayanan Kesehatan Kerja; dan

h. pel,ayanan Ke8ehatan lrinnya.
(9) Fenanggungiawab UKP, Kefarmasian, dan

Iaboratorium membawahi beberapa kegiatsn, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. pelayanen kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurati

c. pelayanan eizi yang bersifat UKP;

f. pelayananpersalinan;

g. pclayanan raq/at inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan

j. pelayananrawatjalan.

(1O) Jaringan Pelayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membasahi:

a. puskesmas Pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. biden Dcsa; dsn

d, jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

(11) Puskesmas menyelenggarakan upalra keEehatan

ma$yarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama,



(l2l Upaya kesehatan dilaksanakan secara tcrintegasi

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat PengeloLa

Pasal I 1

(1) Pejabat peng€loLa BLUD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat Keuangan; dan

c. pejabat Teknis (penganggung jawab Program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat PcngBlola

Pasal 12

(U Pejabat p€ngelola BLUD disnEkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati

melalui kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Telcris BLUD

bertanggung jawab l(epada Pemimpin BLUD.

Bagian Kcempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelola

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatal dan penempatan

pejabat pengslola BLUD scba€aimana dimaksud pa&
pasal 12 ayat (1), ditctapkan badasarkan kompetensi

dan kebuhrhan praktik bisnis yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan kemanrpuan dan keahlian yang dimiliki

oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keteranpilan, dan oikap perilaku yang diperlukan

(l)

l2l

dalam pelaksanaan tugas dan jabqtannya'



(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagsiEana

dirnctsud dalam ayat (l), merupalGn kepeotingan

BLUD untuk kinerja keuangan dan

non keuangan berdassrkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(1) Syamt untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLt D adalah:

tenaga kesehatan Strata-l yang meEpunyai

kemampuanr keahlian, integritasr kepemiopinan,

dan diutamalGn pengalaman di bidang

Puskesma8 BLUD;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
usalra guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

memenuhi Erarat administrasi kepegawaian dan

kual ikasi jabatan;

pimpinan Puskesmas BLUD yang berasa-l dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayal<an dan

kepatutAn (ft ard proper te.s),

masa kerja di hrskesmas minimd 2 (dua) tahun;

dsn

f. t8lah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. b€rlatar belatang pendidikan sarjana, diutamalGn

bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangan BLUD harus bcraBal dari PNS;

d. masa kerja di pusltesmas minimal 2 (du4 tahun;

e. bcrkelakuan baik dan meoiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kcmandirian

keuangan;

b.

e-
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f. cakap Eelakukan perbuatan hukum dan tida-k

pernah menjadi pemegang keuangan Perusahaan
yang dinyatakan pailit;

g. memearuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan; dan

h. diutamal€n mempunyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi

dsn keadministrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi lsiteria keahlian' intcgritaE,

kepemimpinan;

b. berkelakuan baik dan memiliLi dedikasi untuk

rnengembangkan kegiatan teknis di bidargnye;

c. memenuhi Bl.arat administrasi kepegawaian dan

kualiEkasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunyai latar belakang

pendidikan paling rtndah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungiawabnya.

Basiarr. lklima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal l5
(1) Pemimpin BLUD bcrtanggungiawab terhadaP

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

(2) Pejabat Keuangan BLUD b€rtanggungiawab terhadap

keuangan BLUD.

(3) Pejabat Telmts BLUD bertanggungiawab t rhadap

mutu, standarieasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumbcr daya manusia, dan peningkatan

sumber daya Lainnya.

'il?
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Bagian Keenam

Hak dan Kex,ajiban Pejabat Fengelol,a dan Pegawai

Paeal 16

Pejabat pcngclol,a mempunyai hak:

(1) Mendapatkan remunerasi s€suai dengan ketentuan

peraturan pcrundangan dan kemamPuan keuangan

daerah;

(2) Mengelola sumbcr daya seeuai dengan Ileksibilitas

yang diberikan oleh BuPati.

Pasal 17

(l) Pemimpin BLUD sebagaimana dimal<sud dalam Pasal

11 ayat (al, mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan

penyelenggaraan kegiatan BLUD;

men].uaun renBEa bisnis BLUD;

menyiapkan RBA;

mengevaluasi

mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pcjabat teknie kepada kePala daerah sesuai

ketentuan;

menetapkan pejabat lainnya scsuai kcbutuhan

BLUD sclain pejabat yang telah ditetePkan denSan

Peraturan Perundang-Undangan; dan

menyampaikan dan mempertanggungiawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLLrD kepada

Bupati.

b.

c.

d.

(2) Pejabat trcuangan BLUD scbaggimana dimaksud

dalam Pasaf 11 ayet (b), mempunyai tugas dan

kcwajiban:

a. mengkoordinasikanperryusunanRBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengclolasn pendaPatan dan biaya;

d. menyelcnggara&an pengelolaan kas;



c. melakukanpcngelol,asnutang-piutangi

f. menlrusun kebliakan pengslolaan barang, aset

tetap, dan investasi;

menyelenggarakan aistem inforrnasi manajemen

keu,angan; dan

menyelenggarakan akuntaNi dan penyusunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis scbagaimana dimakeud d:rlem Pasal 1O

ayat {c) mempunyai tugas dafl kewajibafl:

a. meryusun perencanaan kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melek8anakan kegiatan tcknis s€suai RBA; dan

c. mempertanggrmgiawabkan kinerja operaeioaal

dibidangnya.

Bagian Ketujuh

l,arangan dan Pemberhentian Pejabat Pengplola dan Fegawai

Pasal 18

t arangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

melakukan tindaf<an yang dapat menurunkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

merryalahgunakan wewenang;

menjadi perantara r:ntuk mendapatlan keuntungan

pribedi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

meoiliki, mcnjual, membcli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik pcmerintah kabupaten sccara tidak

Eah;

h.

b.

c.

- :.i17 
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e, melakukan kegiatan bersama dengan atasafl, teman

scjawat, teman kerja atau orang Lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang secara langsung atau tidak lang8ung merugikan

Pemerintah Kabupaten;

f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat menghalsngi atau

memperaulit EaIah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

g. menglalangi berjalannya tugas kedinasan;

h. mcncalonkan diri sebagai calon kepala

daerah/DPR/DPD/DPRD;

i. ikut eerta dalam kampanye calon Pre8iden/Wakil

Presidcn, DPR, DPD, atau DPRD;

j. memberi dukungan kepeda calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara tcrlibat

dalam kegiatan kampanye.

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola hrskesmaa BLUD diberhentikan

karcna:

a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga} bulan

berh.rrut-turut;
c. tidak rnelakso&akslx tugas dan kewajibarurya

dengan baik;
d. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah ditetapksn;
e. mcngundurkan diri karcna alasan yeng patut;

atau
f. tedibat dalarn suatu perbuatan yang melanggar

hukum.
(2) Pembcrhentian Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri sipif diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1a
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BAB TV

PENGEI.OMPOKAN FUNGSI

Pasal 2O

Fungai pelayanan Puskesmas Sumber Harta didasarlGn

pada fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatsn perceorangan

(UKB, Ja/mgan Pelayanar Puskesmas tlan Jaringan

Fasyankes serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasal2l

Arngsi pcndukung scbagaimana tersebut pada Pa$al 20

meliputi fungsi manajemen puskesmas dan Satuan

Pengawas Internal.

Pa*l22
(1) Tuga$ pokok Satuan Pengawas Intemal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b. aenilai pengendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLUD hrske8nas; dan

c. membcrikan oaran perbaikal kepada lGpala

Puskeamas.

(2) Fungsi Satuan Pengawas Intcmal adalah:

a. pelaksana Pengawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puskesnras keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimPangan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemcriksaan

aparat pengawas fungeional.

(3) Satuan Penga\r,as Intemal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepala Ptrskesmas;

(4) sahran Pengawas Internal berkedudukan dibawah

rtan tertanggungiawab kepada Kepala Puskesmas;

(51 Satuan Fengawas Intemal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.



(1)

BAB V
PROSEDUR KER.'A

Pasd 23

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial

dan pelayanan telal didokumentasikan dalam

S:tandar Operuting Proedttre (SOP). SOP merupakan

acuan bagi seluruh p€tugas di dalam melalsanakan

pekerjaan. Acuan pelaksanaan peke{aan merupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dar

diharapkan mempakan suatu standar bale dalam

proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada

seturuh pengguna dapat mencapai standaf yang

diinginkan.

Prosedur Kerja sebagaimala dimaksud dalam pada

ayat (1) tercantum dalam Lampaan II Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
ESEI'NISASI

Pasd 24
Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesueikan dengan keGntuan Pelat\r(ar\ Pe(rndang-

Undangan.

Jika Pcjabat Pengelola Rrskesmas BLUD sebagaimara

dimaksud dalam ayat (1) berasal dad Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

BAB 1/II
PENGELOLqAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

Pengelotraan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebijakan yang

jeLas mengenai sumber daya manusia yang

beroricntasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten unfurk mendukung pencapaian

tujuan organisasi secara elisien, efektif, dan

produktif.

(2)

(1)

(2)

(11
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{2) Sumber daya manusia hrskcsmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan-

(3) Jcnis darr jumlah tenaga kes€hatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbanglan jurdah pelayanan yang

diselenggerakan, junlah penduduk dan

persebarannya, karalrteristik wilayah kerja, hras

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kes€hatan tingkat pcrtama lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waktu kerja.

(4) Jenis tenaga kesehaten paling s€dikit terdiri atas:

a. doldcr atau dolrtcr layanan primer;

b. dokter qigi;

c. peraeat giAi;

d. bidan;

e. tenaga keschatan Easyarakat;

f. tenaSa lingkungan keschatan lingkmgan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga sizi;

i. tenags kefarmasian; dan

j. perekam medik

(5) TeDaga non kesehatan harus dapat mcndukung

kegiatan ketatausalpan, administrasi keuangan,

sistem informasi, dan kegiiutan operasional lain di
Pu8kesmas.

(6) TenaAa kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar

proscdur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutamaLan kep€rttingan darl

keselamatan pa.sien denga! mempcrhatikan

kescla.matan dan kesehatan dirinya dalatn $6fogrj6.

(A Setiap Tenaga Kesehatarr yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

Peraturan Penrndang-Undangan.

i ilr



(8) Ket€ntuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Feraturan Bupati mulai

dari rekrutmen, seleksi, p€ngsngkatan, penemPatan,

mutasi, promosi, runtd gnishnenf, sampai dengan

pemutusan hubungan kcrja termasuk Pcnsiun-

BABVIII

REMUNERASI

Pasal 26

(11 Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD daPat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tangung
jawab dan tuntutan pmfcsionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana di'nekrud datam ayat (f),

merupakan imbalan kerja yang daPat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

pr€stasi, pesa!8on dan/atau pcnsiun.

(3) Remuncrasi sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1),

untuk BLt D-Puskesmas ditetapkan oleh Bupa.ti

berdasarkan usulan pcmimpin Bl-uD-hr3kesmas

mclalui lfupala Dinas Kcachatan.

(4) Penetapan remunerasi peroimpin BLLrD

mempertimbangt<an fal(or-fa.lftor Jrang berdasaden:

a, ukuran (srzef dafl jumlah asct yang dikelola

BLUD, tingtat pel,ayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri

petrayanan sejenis;

c. kemampuan pcndapatan BLUD bercangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara lain

indikator keuangan, pel,ayanan, mutu dan

rnanfaat bagi masyarakat.

(5) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknie

ditetapkan paling banysk scbesar 9O96 (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.



(6) Remunerasi bagi pejabat pcngelola dan pegawai BLIJD

diuaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasad€n indikator penil,aian:

a, pengalaman dan masa kerja (basic,inde$;

b- keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

lwtwEnc! ind.etli

c. risiko kerja (risrc inder;
d. tingkat kegawatdarwataa (energency inde$;

e. jabetan yaDg disandang (pasilioa inds|; derr

f. hasil/capaian kineqa Qnrfomune hde$.
Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan rrengikuti
peraturan perundang-undangan tentang gaji dsn

tunjangan PNS scrta dapat diberikan re"nbahan

pcnghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan olch

Bupa.ti.

Fcjabat pengelole yang diberhentikan scm€ntara dari
jabatannya memt eroleh sebesar 50

(lima puluh persen) dari rrmunerasi/honorarium

bulan terakhir yang berlaku sejak tanggaf

diberhentikan sampai dengan dit tapkannya

kcputusan defnitif t€ntang jabatan yang

hnrangkutan.

Remunerasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (21

diberikan sesuai dengan keuangan

daerah.

BAB IX

STANDAR PEI,AYANAN MIMMAL

Pasal 27

Untuk Eenjamin kercrsediaan, keterjangkauan, dan

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLt D,

Bupati menetapkan standar pel,Byanan minimal BIIJD

dengan peraturan Bupati;

standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusull€n oleh pemimpin BLUD.

m

(8)

(e)

(r)
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(3) Standar pel,alranan Birdfial sebagaimffra ditn6[3pd

pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitag

pemeratasn, dan kesetafarn layanan serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi

pcrsyaratan:

a. fokus padajenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapa.t dicapa.i;

d. relwan dan dapa.t diardalLq'r; dan

e. tepat waktu.

(5) Fokus pada jenis dimakBud

pada ayat (41 huruf a, Ec[gutamakan kegiatan

pelayanan yang menrmjang terwujudnya tugas dan

tungsi BLUD.

(Q Terukur acbagaimana dirnaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kcgi,atan yang pencapaiarnya dapat

dfuril,ai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,

(7) Dapat dicapai sebagaimaaa dirnqLeud pada ayat (4)

huruf c, merupekan kegiatan nyata, dapat dihitung
fi.gl.^t pcacspaiamya, rasional, scauai ke"na"nln'an

dan tinBkat p€oanfaatannya.

(81 Relevan dan dapat diandalkan, sebaAaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

1rang sejalan, berkaitan darr dapat dipercaya rrntuk

menunjang tugas dan fungsi BLUD-

(91 Tepat walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (41

huruf e, merupakan keaesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF I,AYANAN

Pasal 28

(f) BLt D dapat Eemungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

yang diberitan.

24 I
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(2) Imbalan atas bararrg dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ditetapkan

dalam bcntuk tsrif yang disusun atas dasal

biaya satuan per unit liayanafl atau hasil

perinvestasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21, terEasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk

menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit

l,ayanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat bdrupa besaran tarif atau Pola tarif sesuai jenis

layanan BLLJD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BLIrD-PuskBmas diusulkan oleh

BLUD kepada BuPati melalui I<epala Dinas

Keshatan.

(Q Taril layanan dirnaksud pada ayat (5),

dit€tapkan dengan peraturan BuPati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Fenetapan tarif layanan scbagaimana dimakeud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

penggmbangian layanan, daya beu masysrakat, serta

kompetisi yang sehat.

(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif scbagaimana

dimaksud pada ayat (6|, dapa.t membentuk tim.

{9} Pembcntukan tim scbagaimana di'n.ksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keang8ptaanya dapat

berasal dgri:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangBn;

c. unsur perguruan tinggi;

d. lembaga profesi.

(1O) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dilekUlran sesuai kebutuhan dan

perkembangan keadaan.



(11) Perubahan tarif sebagaimana rlir'lekstd pada ayat

{1O), dapat dilekl'ka"r secara keseluruhan Eaupun

perunit layanan.

{12) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1Ol dan ayat (1U, mempcrtimbaDgkan

kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli

mssyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB)(I

PENGETOIAAN TEUANCAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

Pendapetan BLUD dapa.t bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak l,ain;

d. APtsD;

e. APtsN; dan

f. tain-lain pendapatan BLUD yang ssh.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

scbagahana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberi&an kepada xoarvarakat

Pendapatan BLUD ysng bersumber dari hibah

scbagaimana rlirnaLsud pada ayat (f) huruf b, dapat

berupa hibh terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasa.ma dengan pihak lain sebagaimana

dirnalrsud pada ayat {f) huruf c, dapat berupa

pe:olehan dari kerjasama operasional, sewa menycwa,

dan uaaha lainrrya yang mendukulg tugas dan ftmgsi

BII'D.

(U

(21

(3)

(4)
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(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatsr

pembiayaan APBD.

(6) Pendapatar BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) BLUD dalam melaksanakar anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pelalsanaa-n APBN.

(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualaa kekayaan yang tidak terpisahkar;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk tain sebagai

alibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hiba} terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

K
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(fl) Seluruh pendapatan BLUD s€bagaimana dirnaksud

dalan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui r€kening kas BLUD dan dicatat
dal"" kode rekening kelompok pendapatan asli

daersh pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek p€ndapatan BLITD.

(f2l Seluruh pendapatan sebagaimana dirnaksud pada

ayat (fl) dilaporkan kepada Fejabat Fengelola

ICuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(f) Biaya BLt D merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operacioual ebogaimarra dimaksud psda ayat

(1), mencakup eeluruh biaya yang menjadi beben

BLUD dalam rangka menjalan&an tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional Bcbagaimana dirnqksud pada

ayat (1), mcncakup scluruh biaya yang menjadi beban

BLUD rlelqr'' rangla merrunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(a) Biaya BLUD sebegaimana dim.ksrrd pada ayat (f),

dialokasikan untuk mcmbiayai program peningkatan

pelayanan, kegiatan dan keglatan

pcndukung pelayanan.

(5) Fembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

rlirnoksrrd pada ayat (4), diafokasikan scsqai dengan

kelompok, jenis, prqram darr kegiatan.

(6) Biaya operasional sebagaimana dirnakstd pada ayat

(2), terdiri dari:

a. Biaya pcl,ayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi,

(7) Biaya pelsyanan sebqgaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, Bencakup seluruh biaya operasional yang

bertrubungan langsung dengan kegiatan pclayanan.
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(8) Biaya umum dan administrasi scbagaimana

dimakud pada ayat (6) huuf b, mencakup oeluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan lsngsung

dengEn kegiatan pelayanan.

(91 Biaya pelayanan dirnqLsud pada ayat

(4, terdti dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa Pcliayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-

lain.

(10) Biaya umum dan administrasi sebagEimana pada

ayat (8), Erdid dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promoei; dan

f. biaya umum dan adminisuasi lain-lain'

(11) Biaya non operasional sebsgaimena dimeksud pada

ayat (3), tcdiri dari:

a- biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tctaP;

d. biaya kerugian pcnurunan ni!,ai; dan

e. biaya non operasional lain-lain

(12) Seluruh pcngeluaran biaya BLUD yang bcEumber

scbagaimana dirnqksud dalam Pasel 26 ayat (41 huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengclola lGuangan Daerah eetiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumbcr

scbagaimsna dimaksud pada ayat (12)' dilakukan

dengan menerbitkan SPM Perrgeeahan yang dilampiri

den8an Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPIJ);



(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan

perubahar pendapatan dalam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara dehnitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimara

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Bebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bcrtahap.

(18) Dolam hal terjadi kekurangan anggaian, BLUD

mengajukan usul,an tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelol,a Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaraa persentase.

(20) Besamn persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dieapai, terukur,

raEional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menlrusun Renstra Bisnis BLUD.

h
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(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengaa me mpertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan ma:n Vonatd estitrlatel se bagaimana

dimalsud pada ayat (13) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhal dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang dtencanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penlusunan

arggaran tahun berikutnya.

(24) Rencala pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf j, merupakan rencana

pengeluaran dala untuk memperoleh aset tetap.

(25) Rinekasart pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan / APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

dieesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l2l disusun dan

dikonsotidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamalan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

h
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(3)

(4)

(s)

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pemyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaial kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangal

lima tahunan BLUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

srEtu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yalg berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuatr organisasi

dapat terlaksana sesuai dongan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yanC irrgln dicapai sampai

dengan kurun walrhr I (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6)Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor

intfmal dan ekst€mal Yang

tercapainya kinerja.

mempengaruhi

Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencara capaian

kinerja pelayanan tahunan sel,ama 5 (lima) tahun.

Proyeksi keuangar lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunal

selama 5 (lima) tahun.

Renstra bisds BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pen)rusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(71

(8)

(e)
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(1O) BLUD men)rusun RBA tahunan yang berpdoman

kcpada renstra bisnis BLLID.

(11) Fenyu8unan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsip angaran berbasis

kinerja, pcrtdtungan akrmtarrsi biaya menumt jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan Lcmampnran

pendapetan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badrn lain, APBD, APBN dan sumber-

suEber pendapatan BUrD lainrrya.

(12) RBA merupakan penjaberan lebih lanjut dari progran

dall kegiatan BLUD dengan @ornan pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA s€bagaimana dirnoksud dalam ayat (12),

Eemuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi rnrkro dan milro;
c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biays sahnlr;

e. perkiraan harga;

f. anggara[ pendapatan dan biaya;

g. besaran pcrsentase ambang batas;

h. prognosa laporaa keuqrlgFrr;

i. perkiraan rnqjw Votumtd estimatel;

j. rencana pcngeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan Fndapatan dart biaya untuk
koneolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.

(14) RBA sebsgaimana dirnqksud peda ayat (13), discrtai

dengan usulan program, kegiatan, stsndgr petayanan

minimal dan biaya dari &eluaran yaag dihasil&an.

(15) Kinerja tahun bcrjafan sebagaimana ,rimelqrtd psda

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. haail kegiatan usala;
b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tabun bcrjatan dengaa

realisasi;

d. l,aporan keuangan tahun berjalan; dan

I
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e. hd-bal lain yang perlu ditindaklanjuti

dengan pencapa.ian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi "nak"o dan mibo scbagafuEna dimaksud

pada ayat (f3) huruf b, antara liain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c- nilai kurs;

d. tarif; dan

e. voh.rme pal4ranan,

(17) Target kinerja sebagaimsna dimakqtd pada ayat (f3)

huruf c, antara lain:

a- perkiraan pcncapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

dircncqnakan.

(fEl Anafisis dan perkiraan biaya satuan BebaAaimana

diinakartd pada syat (13) huruf d, mcrupakan

perkiraan biaya per uDit p€oy€dia barang a,n/ atau
jasa pelayanan yang diberikan, sctelah

memperhitungkan s€furuh komlrcnen biaya dan

vohrme barang dan/ataujasa yang tk"r' dihasilkan.

(19) Ferkirasn harga sebagaimana dirneksud peda ayat

(f3) huruf e, merupakan estimasi harge juaf produk

baranA dan/atau jasa setelah memperhitungkan

bieya p€rsatuan &n tingkat margin yang dit nhrkan

scperti tercermin dari tadf layanan.

(2Ol Angemn pendapatan dan biaya sehsaimana ayat

(13) huruf f, merupakan r€rtcana angaran untuk
scluruh kegiatan tahunan 5rang dinyatakan delorn

satuan uang yang tercermin dari r€ncana

dan biaya.

--t
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(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

diihrksud pada ayat (28), disampailen kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalrrn ayat (28) atau

RfA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Femerintah Daerah ffAPD)
untuk dilakul<an penel,aahan.

(3U RBA yang tclah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikarr

kcpada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setclah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dirneksud dal^m ayat (3f) ditetapkan

menjadi Peraturan Da€rah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaien RBA untuk
ditetapkan meqiadi RBA defnitif.

(3al) RBA defnitif sebagaimana ditnaksud aela"n arat (32),

dipakai sebagBi dasar penyusunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepeda Fejabat Fengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Fetaksanaan Anggaran

Pasal 32

(U DPA-BLUD scb€gaim.ana di"nqksud &tam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara train:

a. pcndapatar darr biaya;

b. proyeksi arua kas; dan

c. junlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPXD mengesahkan DPA-BLITD sebagai dasar

pelaksanaan angaran.
(3) Fengesahan DPA-BLUD berpedoman pada Feraturan

Perundang-Undangan.



(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukaa pengeluaran uarg setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimal<sud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimala dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belaaja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalan ayat (6), sebesar setsih

lmismatcn jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliral kas masuk yang diharapkal dengarr

jumlah pengeluaran yang dipro)€ksikar, dengan

memperhatikan :rnggaran kas yang telah ditetapkar

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditardatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituaagkan

dalam perjanjian kirreq,a (@nt:ractual Tnrformane
ageenenll.

(10) Dalam perja.rrjiarr kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara Lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat baSi masyaralat.

tt-
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Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Fertangungiawaban

Pasat sil

(U BLUD mcrrcrapkan sist m infornasi nan4iernen

sesuai dengan kebutuhan praktik bisnie

yatrg Echat.

(2) Scriqp transaksi keuangan BLUD dicatat .lsl'm
dokuocn pendukung yatrg dikelola secara tertib.

(3) Penyelengaraan akuntansi dan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U, menggunetan

basis alcual baik .{alnrn pesUatuan pendapatan,

biaya, aset, kesajiban d.n ekuitas dana-

(4) BLt D mengembangfun dan menerapkan sistem

akuntansi dcngan berpedoman pada standar

akuntansi yang berlaku rmtuk BLUD yang

bersarUkutsn den ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

[1) Lapran kcuangan BLUD tcrdiri dari:

a. ncraca yang menggambarkan posisi keuar4an
mcngenai aset, kewajiban, dart ekuitas dana pada

tsngal tertentu;

b. Iaporan operasiond yang berisi hformasi jrr"nlah

pendapatan d8rr biaya BLUD sclama eatu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informaei kas

berkaitan dcngan aldivitas operasional, investasi,

dan aktivitas pcndanaan dan/atau pernbiayaan

yang mcnganber&arr saldo awa.l,

pengeluaran, dan saldo akhir lras selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rircian dari angka lIary
tcrtera drlam Laporan kcuangan.

a, 
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(2) Laporan keuangan rlirnaksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berkikan

informasi pencapaian hasil/ keftraran BLUD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dirnqtsud pada ayat

(f), diaudit oleh pemeril(sa ekEtcrnal sesuai dengan

peraturan perundang-uaaangnn.

(4) Seti.F triwulsn BLt D-Puskesmas menSmsun dan

Eenyampaikan l,aporan operasional dan l,aporan arus

kas kepada PPrD melalui Kcpala Dioas lG$hetan,
paling lambat 15 (lima belas! hari setelah periode

pelaporan berakhir.

(5) Setiap semesteran dan tahunan BLuD-Puskesmas

wajib menJ rsun dsn menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporan

neraca, laporan anrs kas dan catatan

atas laporan dis€rtai laporan kinda
kepada PPKD melalui l(epala Dinas Kes€hatan untuk
dikonsolidaaikan ke dFlrft laporan keuangan Dinas

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling l,ambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporar beral*dr.
(6) Fenywunan l,aporan kcuangan ecbagaitrana

di'nak$rd,lal',n ayat (4) dan dala$ ayat (5) untuk
kcpentingian konsolida,si, dilakuk n berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

BAB XII

PENGELOIIIAN SUMBER DAYA IAIN

Pasal 35

(U Sumber daya lain ar{.tqh 3et11'uh asct darr kegistan

yang mcnghasilkan diluar pcndapatan

opcrasional dan dikclol,a olch Rrskcsmae.

(2) Pengelolaan sumber daya lain diupa5rakan untuk
meningkatkan mutu pclayansn dan o,perasional serta

kelancaran nrgas pokok dan fungsi Puskesmas.

(3) Pengelolaan sumber daya Jrartg berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.
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(4) Shtem pengglolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Keschatan

untuk ditctaPkan dengen Feraturan Bupeti.

BAB XIII

PENGEIOLAAN LINGKUNGAN

Passl 36

(1) Dalam menj.g" kclestarian h\gkungsn, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui

penyusunan UPL (UPaya Fengelolaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) scsuai

dengan ketentuan Feraturan Ferundang-Undangsn'

(2) Pengelolaen limbah scbagairnana dimatsud pada ayat

(U mcliputi pengplolaan limbah padat dan csir,

PengawaEan, dan pengendalian vektor.

(3) Fengelol,aan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

Dutu yang ditetaplGn secara nasional dan rcgional

meliputi pengelolaan sccara kimiawi, frsik dan biologis

sebclum dibuang ke lingkungan.

(41 Dalsm mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisah&an sampah medis dari sampah non

medis.

(5) Fengelolaan sampah mcdis wajib mematuhi

ketentuan Peraturan Penmdang-Undangan'

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian lGsatu

Pcmbinaan
Pasal 37

{1) gembinasn tcknis Pu8l(e8mas dil,akukan oleh Kepala

Dina8 Kesehatan.

(2) Pembinaan kcuangan Puske$nas dilakukan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
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Baaian lGdua

Fengawasan

Pasaf 38

(l) Fengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspeldorat

Kabupatcn.

(2) Fengavasan operasional dapat dilakukan oleh

Satuan Pengawas Intcmal (SPI).

BAB Xt/

EVALUASI DAN PEMIAIAN KINPR,'A

Pasal 39

(1) Evafuasi aan penitaian Kinerja BLUD-Puskesmas

dilakutan sctiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

lrcuangan dan non keuangan.

(2) Evalua.i yang rlilclotlran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur

tingkat pcncapaiafl hasil PPK-BLI D s€baAaimana

ditetapkan .hle"n Rencana Strategis Bisnis (Rcnstra

Bisnisl dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XVI

KETENTUAN IAIN.I,AIN

Pasd 40

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai

ketentuan dan peraturan pclaksanaan untuk
melaksanakan pola tata kelola ini, yang m€liputi

Peraturan Puekesmas, Peraturan tcntant ketenagarn,

serta pcraturan lain yang tidak dicantumkan dalam pola

tata kclolia ini atas usulan l(epala Puskcsmas.
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BABXI,IU

XETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Feraturan ini bertrahr aejak tangal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan
FenSundangan Feraturan Bupati ini dengan

penempatarxnlra dalam Berita Daerah l(abupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara B€liti( k#*rc
RA\I'AS,

20t9

Diundanglan di Muara Bcliti
pada tangal e k4t*bt' 2olg
SEKRETARIS DAERATI

BERITA DAERATI KABUPATEN MUSI RAXIAS TAHT'N 2019 NOMOR..8f

pada
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I,AMPIRAN U : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NoMoR , fS taHuN zors
TEI{TANG TATA KEIOI.A BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PAI)A
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SUMBER HARTA XABUPATEN
MUSI RAWAS

PROSEDI,JR KER"IA PUSKESMAS SUMBER I{ARTA

I. SOP Pelayanan

A. SOP peda Upaya Kes€hatan Ferorangan (UKP| Puskesrnns Sumber

Harta

f. SOP Pelayanan Gawat Danrraq

a. SOP Fenerimaan Pasierr;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

U Tuai
2) Non 'nrnai

SOP Pel,ayanan Rawat Jalan;

a. SOP Penerimaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP Pcrobayaran Pasien:

1) Tunai

2) Non l\:rai
SOP Felryanan Rawat Inap;

a. SOP Penerimaan pa.sien

b. SOP Pemulangan Pasien

c. SOP Pembayaran Pasien

f) Tunai

2) Non Tunai

SOP Persalinsn;

SOP PeLByaran Laboratorium Sederhana;

SOP Pelayanan Farmasi;

sOP Pel,ayanan Gizi;

SOP Felayanan Pasien Keluarga Miskin;

SoP Fel,ayanan Rekam Medik
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3.
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6.

8.

9-
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10. SOP Pengelolaan Limbah;



12. SOP Pelayanan Ambtrlans darr Mobil Jenazh;
13. SOP Pelayanan l,anrdrg;

14. SOP Pemeliharaan;

15. SOP Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan

16. SOP Felayanan Keamanan.

B. SOP pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Sumber

Harta

1. SOP Pel,ayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3. SOP Pelayanan Kesehatan Bayi Baru l,al r;
4. SOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. SOP Felayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

6. SOP Felayanan Kesehatan pada Usia Mulrtif;
7. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;

8. SOP Pelayanan Keschatan Penderita Hipertensi;

9. SOP Felayanan Kes€hatan Penderita Diabetes Melitus;

fO. SOP Pelayanan Kes€haran Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

ll.SOP Pelayanan Kesehatan Orang dengan 'I\berkulosis (IB);

dan

12. SOP Pelayanan Keschatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HW.

U. SOP Sclain Pel,ayanan

A. SOP Fegawai

1. SOP Relq-uitmen Pegawai;

2. SOP Pengsmbangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. sOP Pemelihaiaan
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